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Quisioner Sehubungan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
 
NO PERTANYAAN KETERANGAN 
1 Pendapat Responden Tentang Kejelasan konsep kebijakan  
2 Pendapat Responden Tentang Kejelasan Tujuan / Sasaran Kebijakan  
3 Pendapat Responden Tentang Adanya Perangkat Aturan Yang Efektif  
4 Pendapat Responden Tentang  Kemampuan Yang Dimilki Komponen 

Pelaksana dalam Melakukan Sosialisasi / Penyuluhan 
 

5 Pendapat Responden Tentang Sosialisasi Yang Dilakukan Sampai ke 
Daerah Terpencil 

 

6 Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
Yang Dimilki Komponen Pelakasana Dalam Melakukan Penyuluhan / 
Sosialisai 

 

7 Pendapat Responden Tentang Peranan Pemerintah Pusat dalam 
Implementasi Kebijakan. 

 

8 Pendapat Responden Tentang Peranan Wajib Pajak dalam 
Implementasi Kebijakan 

 

9 Pendapat Responden Tentang  Keterpaduan komponen Pelaksana 
dalam Implementasi Kebijakan 

 

10 Pendapat Responden Tentang Adanya Pengaruh dari Luar Organisasi 
dalam Implementasi Kebijakan. 

 

 

Keterangan: 

A. Baik /Cukup 
B. Kurang Baik 
C. Tidak Baik 
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